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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur atau bagian investasi terbesar dari suatu organisasi terutama sekali organisasi ekonomi seperti perusahaan. Oleh karena itu banyak sekali perusahaan yang mulai secara serius membangun dan mengembangkan sumber daya manusianya. Nilai dari sumber daya manusia akan tampak jelas ketika suatu perusahaan dijual, artinya nilai beli perusahaan akan lebih besar daripada total nilai fisik dan asset pembiayaan jika sumber daya manusianya berkualitas. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dan ketrampilan yang dapat memajukan perusahaan. Bagaimanapun juga perusahaan tidak akan mungkin dapat berjalan jika tidak memiliki sumber daya manusia atau sumber daya manusia yang ada tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka faktor manusia memegang peranan utama dalam setiap usaha yang dilakukan perusahaan.
Setiap perusahaan seringkali berhadapan dengan masalah kinerja karyawannya. Setiap pimpinan dalam perusahaan akan selalu berupaya agar setiap kegiatan yang dilaksanakan mencapai hasil yang maksimal dan dilakukan secara efektif dan efisiensi. Agar tercapai tingkat efektifitas dan efisiensi yang diinginkan, maka dalam perusahaan tersebut harus memiliki sistem kerja yang baik atau memiliki kinerja yang baik. Ada beberapa pendapat  mengenai kinerja. Menurut Dessler (2000). kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan jadi dengan demikian kinerja memfokuskan pada  hasil kerjanya. Menurut Robbins (2003) performansi adalah akumulasi hasil akhir semua proses dan kegiatan kerja organisasi. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja, diantaranya adalah upah. Dalam kehidupan sehari- hari sering dikenal istilah gaji dan upah sehingga ada sebagian masyarakat yang menganggap sama kedua istilah tersebut, tetapi ada pula yang membedakannya. Menurut As’ad. (1995) gaji sebenarnya juga upah hanya sedikit perbedaanya, gaji adalah banyaknya uang yang diterima dan sudah pasti dan waktunya selalu tepat, misalnya setiap awal bulan, seorang karyawan akan menerima sejumlah uang yang disebut gaji, sedangkan upah adalah banyaknya uang yang diterimanya tidak selalu sama atau pasti dan waktunya pun tidak selalu tepat. Jadi jelaslah tepat perbedaan antara gaji dan upah. 
Upah adalah jaminan ketepatan waktu dan kepastian banyaknya uang yang diterimanya. Semakin tinggi gaji maka akan semakin meningkatkan kinerjanya. Faktor lain yang mempengaruhi performasi adalah self esteem. Self esteem adalah suatu keyakinan nilai diri sendiri berdasarkan evaluasi diri secara keseluruhan. Perasaan-perasaan self esteem, pada kenyataannya terbentuk oleh keadaan seseorang dan bagaimana orang lain memperlakukan seseorang. Seseorang dengan self esteem yang tinggi dimana mereka melihat dirinya berharga, mampu dan dapat diterima. Orang dengan self esteem rendah tidak merasa baik dengan dirinya sendiri. Seorang karyawan dengan self esteem yang tinggi akan semakin tinggi kinerjanya sehingga performasinya pun akan mengikuti pun itu sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh Gardner et.al. (2004) menyatakan bahwa tingkatan besarnya gaji akan mempengaruhi self esteem dan akhirnya akan mempengaruhi performansi karyawan. Dengan demikian self esteem dapat dikatakan dapat menjadi variabel mediasi atau intervening antara gaji dengan  kinerja. Menurut Gupta dan Shaw (1998) semakin tinggi tingkat gaji maka akan membuat kinerja semakin meningkat, hal ini juga didukung oleh Lawler dan Jenkins (1992). Gerhart dan Milkovich (1992) menyatakan bahwa dalam literatur kompensasi, ternyata ditemukan bukti yang kuat bahwa insentif individu, tingkat gaji dan bonus akan membuat kinerja yang semakin baik bagi karyawan. Rynes dan Gerhart 2000) menyatakan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku karyawan, seperti karakter karyawan, tingkat kompensasi atau gaji, kompetensi karyawan, self esteem, kebutuhan atau keterikatan karyawan terhadap organisasi.
Salah satu isu yang yang diperdebatkan dalam penolakan terhadap rancangan undang-undang (RUU)  omnibus law  cipta kerja adalah upah minimum. Di Indonesia, kebijakan upah minimum telah ada sejak tahun 1970-an, namun baru benar-benar digalakkan di awal tahun 1990-an akibat adanya tekanan dari negara-negara asing untuk menghentikan praktek “sweatshop” - yaitu memeras pekerja dengan upah murah, jam kerja panjang, dan tempat kerja tidak layak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari penetapan upah minimum menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja untuk mendapatkan pengupahan yang layak. Sejak itu, pemerintah kerap menaikkan upah minimum hingga mencapai 76% dari upah rata-rata buruh di Indonesia  pada tahun 2018. Angka ini yang cukup tinggi jika dibandingkan negara-negara lain seperti Australia (47%), Jepang (36%), Malaysia (30%, tahun 2017), dan Thailand (34%, tahun 2017). Akan tetapi, apakah kebijakan upah minimum yang tinggi benar-benar efektif dalam melindungi pekerja serta mempengaruhi performansi Pekerja. Untuk menjawab ini tidak mudah, karena pengaruh dari kenaikan upah minimum tergantung banyak faktor, diantaranya cakupan dari kebijakan upah minimum tersebut. Selain itu, kenaikan upah minimum juga memiliki dampak yang berbeda bagi kelompok pekerja yang berbeda : pekerja dengan keterampilan tinggi versus rendah; pekerja perempuan versus laki-laki.
Dilihat dari data  Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada tahun 2014-2019, Dapat di lihat Melalui Grafik 1.2 sebagai berikut :
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Sumber : Data Angkatan Kerja Nasioal (Sakernas) Tahun 2014 - 2019 
Dari grafik pengupahan provinsi terlihat pengaruh kenaikan upah minimum terhadap jumlah pekerja di sektor formal, informal, dan juga pengangguran di Indonesia. Penelitian saya menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum tidak serta-merta membawa perubahan positif secara merata pada pekerja. Di Indonesia, kenaikan upah minimum memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pekerja di sektor formal dan di sektor informal, serta terhadap pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Mengikuti klasifikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan sedikit penyederhanaan, pekerja di sektor formal diartikan sebagai pekerja yang memiliki status pekerjaan “buruh/karyawan”, dan menerima upah dan tunjangan sesuai aturan ketenagakerjaan. Sedangkan pekerja informal adalah sebagai pekerja dalam usaha seperti usaha rumahan (pekerja keluarga), pekerja mandiri (seperti freelancer), dan pekerja lepas (buruh tani atau buruh konstruksi). 
Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi memiliki peran yang sangat utama/sentral, di mana berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Kemudian berdasarkan hal tersebut setiap kegiatan yang berhubungan antara penguasa/ pemerintahan dengan masyarakat (hukum publik) perlu diatur di dalam sebuah peraturan perundangundangan, termasuk penetapan upah minimum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaan lainnya sebagai pengejawantahan negara hukum yang menyejahterakan rakyatnya (welfare of rechtsstaats).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VI Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Hal tersebut merupakan landasan konstitusional dari pemberlakukan penetapan upah minimum dalam mengatur urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kemudian upah merupakan hak dasar dari seorang pekerja, di mana sudah seharusnya dipenuhi oleh pemberi kerja/pengusaha sebagai kewajiban yang dapat dipergunakan pekerja untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan/atau keluarganya. Sistem hukum ketenagakerjaan dalam hal ini pengupahan wajib ditinjau dan dikembangkan dengan berdasarkan kepada tiga hal yaitu, struktur pemerintahan (structure), substansi hukum (substance) dan budaya ketenagakerjaan (labour culture) dengan memperhatikan keseimbangan antara prestasi (reward) atau produktivitas kerja, kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan di setiap wilayah. Permasalah utama yang terjadi selama tiga tahun terakhir adalah penetapan UMSK Kabupaten Karawang selalu terlambat dan melewati waktu yang sudah ditetapkan oleh PP 78 tahun 2015 karena rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten belum disampaikan kepada Pemerintah Propinsi (PP 78 tahun 2016 pasal 49) yang disebabkan oleh belum sepakatnya unsur Depekab Kabupaten Karawang. 
Kabupaten Karawang merupakan wilayah Kabupaten yang memberikan Standar Upah Minimum Sektoral Kabupaten tertinggi di di Indonesia. Kenyataan ini tidah bisa di pungkiri karena perkembangan industri di Kabupaten Karawang. Karawang memiliki kawasan Industri seperti kawasan Industry Suryacipta, Karawang Industrial City (KIC), New Karawang Industrial City, Kujang Cikampek, Artha industrial City, Kawasan Industri Surya Cipta dan industri - industri yang berada di Zona Industri yang berbatasan langsung dengan masyarakat. Hal ini yang mendorong para pelaku usaha, investor dan pengusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung peningkatan kinerja.
Data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada  Tahun 2010 jumlah penduduk  Republik Indonesia sebesar 238,5 juta jiwa dan terus berkembang sampai saat ini. Badan pusat statistik menuliskan bahwa penduduk Indonesia di tahun 2019. Dicatat juga oleh data Worldometers, jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 sebanyak 271.154.718 jiwa. Data terkini tersebut berdasarkan perhitungan Worldometers hari Jumat, 6 September 2019.
Robbins (2003) mengemukakan bahwa kinerja atau istilah yang lain adalah human output dapat diukur dari productivity, absence, turnover, citizenship, dan satisfaction. Artinya bahwa kinerja karyawan yang tinggi dapat dilihat dari produktivitas hasil kerjanya, tingkat kehadirannya, kesetiaannya untuk tetap bertahan dalam organisasi, keiklasan dan kerelaannya untuk bekerja melebihi apa yang seharusnya dilakukan dan kepuasan dalam bekerja. Jika karyawan suatu organisasi menunjukkan kinerja yang rendah seperti perilaku membolos, terlambat bekerja, bekerja seadanya, menunda-nunda pekerjaan, menghabiskan waktu dikantor untuk hal-hal yang tidak terkait pekerjaan, rendahnya kerja sama dengan rekan kerja dan atasan bahkan keluar dari pekerjaannya maka organisasi akan mendapat dampak buruknya bahkan akan menyebabkan organisasi itu hancur. Kinerja merupakan semua tindakan atau perilaku yang dikontrol oleh individu dan memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan-tujuan dari organisasi (Ratundo dan Sackett, 2002).
Pentingnya kinerja karyawan mengharuskan setiap organisasi untuk memperhatikan dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya adalah kepuasan kerja karyawan (Platis, dkk., 2015; Tentama, 2015; Peng, 2014; Umar, 2014 Hayati dan Caniago, 2012; Shokrkon dan Naami, 2009; Chen, dkk., 2006) dan human relation (Asrifah, 2015; Fadli, 2017; Dinata, dkk., 2017). Karyawan yang puas dengan pekerjaannya cenderung menjadi lebih baik dalam performansinya (Saari dan Judge, 2004). Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya, kepuasan kerja tersebut dicerminkan oleh sikap emosional yang seimbang antara balas jasa dengan pelaksanaan tugas-tugasnya (Hasibuan, 2012). Menurut Jain dan Triandis (1997) mengemukakan bahwa kepuasan kerja dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi. Produktivitas itu sendiri terkait dengan kinerja karyawan karena menjadi salah satu kriteria pengukuran kinerja baik secara kuantitatif maupun kualitas. Robbins (2003) mengemukakan bahwa kinerja dapat diukur salah satunya melalui produktivitasnya. Dengan demikian kepuasan kerja dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik, mengurangi keluar masuknya karyawan, dan menyebabkan perubahan perilaku (Levy, 2003). Performansi karyawan sangat di butuhkan dalam meningkatkan kredibilats dan akuntabilitas perusahaan sehingga perlu di analisa apa saja yang dapat berpengaruh dalam peningkatan kinerja karyawan dengan adanya kebijakan pengupahan minimum Sektor Kabupaten (UMSK).
Tabel 1.1 Sektor Upah di Kabupaten Karawang
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	Sektor

	1
	Kelompok sektor barang logam, mesin khusus bukan otomotive

	2
	Kelompok sektor komponen automotive roda 4 dan roda 2

	3
	Kelompok sektor automotive roda 2 dan roda 4

	4
	Sektor elektronik

	5
	Sektor logam dasar

	6
	Sektor kimia

	7
	Sektor farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional

	8
	Sektor industry produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi

	9
	Sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin

	10
	Sektor ban dan karet

	11
	Sektor makanan dan minuman

	12
	Sektor rokok dan tembakau

	13
	Sektor barang dari kertas

	14
	Sektor kertas

	15
	Sektor jasa konstruksi

	16
	Sektor galian bukan logam (keramik, gypsum dan bata)

	17
	Sektor marmer

	18
	Sektor granit

	19
	Sektor plastic

	20
	Sektor alat kacamata

	21
	Sektor kaca

	22
	Sektor alat Kesehatan

	23
	Sektor jasa keuangan dan asuransi

	24
	Asuransi, reasuransi dan dana pension bukan jaminan social wajib, rekreasi dan olahrga

	25
	Sektor tekstil dan alas kaki


    Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang Tahun 2020
Keputusan Gubernur Jawa Barat no 561/Kep.770-Yangbangsos/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang tahun 2019.
Dalam kaitannya antara variabel kondisi ketenagakerjaan di kabupaten karawang banyak menimbulkan permasalahan performansi dimana ada nya kesenjangan anatara pengupahan yang di tetapkan tidak merata sehingga terjadinya pembatas dalam hal pekerjaan untuk membuat karyawan produktif, ini semua berhubungan antara produktivitas kerja yang akan memunculkan performanis kerja karyawan yang maksimal. Pada kenyataan di lapangan masih saja ditemukan tingkat performansi yang rendah walau sudah mencoba untuk menstandarkan upah para pekerja karna tidak semua perusahaan mampu untuk membayar upah yang di standarkan oleh pemerintah akibatnya produktivitas dan performansi kerja tidak bisa maksimal.
Dari beberapa permasalahan tentang performansi di perusahaan di Kabupaten Karawang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “ Pengaruh Penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Dan Produktivitas Karyawan Terhadap Performansi Kerja Karyawan Di Kabupaten Karawang”.
	
1.2 Perumusan Masalah
Pada  penelitian ini penulis mengambil objek pada perusahaan yang berada di Kabupaten Karawang. rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini secara spesifik adalah sebagai berikut : 
1. Apakah ada pengaruh secara parsial antara penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) (X1) terhadap performansi kerja karyawan (Y) pada perusahaan di Karawang ?.
2. Apakah ada pengaruh produktivitas karyawan terhadap terhadap performansi kerja karyawan (Y) pada perusahaan di Karawang ?.
3. Apakah ada pengaruh penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang (UMSK) dan produktivitas terhadap performansi kerja karyawan (Y) pada perusahaan di Karawang ? .

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mengukur pengaruh penetapan upah minimum sektoral Kabupaten Karawang (X1) terhadap performansi kerja karyawan (Y) pada perusahaan di Karawang.
2. Mengukur pengaruh produktivitas karyawan (X2) terhadap performansi kerja karyawan (Y) pada perusahaan di Karawang. 
3. Mengukur pengaruh secara simultan antara penetapan Upah Minimum sektoral  Kabupaten Karawang (UMSK) (X1) dan produktivitas karyawan (X2) terhadap performansi kerja karyawan (Y) pada perusahaan di Kabupaten Karawang.
1.4 Kegunaan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan antara lain:
1. Bagi Human Resources Department (HRD) dapat menjadikan dasar kebijakan untuk memberlakukan bipartite secara internal dengan serikat pekerja untuk menentukan upah yang layak sebelum upah dari pemerintah.
2. Bagi atasan langsung dapat digunakan sebagai dasar dalam mengelola psikologis pekerja.
3. Bagi penelitian selanjutnya agar bisa lebih memperdalam mengenai pengaruh UMSK bagi pekerja dan sebagai pembanding penelitian selanjutnya.
4. Bagi Peneliti menambah wawasan dan pengetahuan dalam membandingkan antara proses lapangan dan teoritis yang dipelajari selama pendidikan.
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